BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Menimbang

Mengingat

(BOS) TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Da.

BUPATI TEGAL,

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Bantuan
Operasional Sekolah Kabupaten Tegal Tahun 2011, maka
perlu menyusun Petunjuk Teknis Dana Bantuan
Operasional Sekolah Kabupaten Tegal Tahun 2011;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a periu menetapkan Peraturan Bupati Tegal
tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional
Sekotiah Kabupaten Tegal Tahun 2011,

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kblusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); -

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung .Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5167);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat il
Tegai dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Tegal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4577);



Menetapkan

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasionai Nomor 37 Tahun
2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor
13);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemeriniahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Tegal (lL.embaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17};

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang
pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2011;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK

TEKNIS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2011



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Tegal.
Bupati adalah Bupati Tegal.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggaran pemerintahan daerah.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang disingkat Dinas Dikpora
adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertang-
gungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Biaya Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah adalah
program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan
pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar
sebagai pelaksana program wajib belajar.

Kepala Sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas
tambahan untuk memimpin suatu sekolah.

Bendahara Sekolah adalah pendidik atau tenaga kependidikan yang
diangkat kepala sekolah untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperiuan
belanja sekolah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program
dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyustnan
APBD.

Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah yang disingkat RKAS atau RAPBS adalah Dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, dan
rencana belanja kegiatan sekolah yang dibuat di awal tahun pelajaran dan
perlu dilakukan revisi pada semester kedua.

Lembar Kerja Individu Sekolah selanjutnya disingkat LKIS adalah format
pendataan SD, dan SMP penerima dana BOS untuk kondisi bulan
Desember, Maret, Juni, dan September.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai acuan/pedoman
bagi pemerintah Kabupaten Tegal dan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten
Tegal dalam penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2011 sebagaimana
tercantum datam Lampiran Peraturan Bupati ini,



Pasal 3

Dana BOS diberikan kepada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa
(SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama
Terbuka (SMP'D dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) baik
sekolah negeri maupun sekolah swasta yang ada di Kabupaien Tegal sesuai
dengan alokasi setiap triwulan yang ditetapkan oleh Bupati Tegal.

Pasal 4

Kekurangan atau kelebihan Dana BOS pada triwulan sebelumnya karena
kekeliruan perhitungan jumiah murid akan diperhitungkan dalam pencairan pada
triwulan berikutnya.

Pasal 5

Dana BOS Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis
sebagaimana tercantum dalam peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan Biaya BOS Tahun
Anggaran 2012 sepanjang Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk
Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 belum
ditetapkan.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tegal.

Dltetapkan di Stawi

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 7 Pcbrucari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

SRIYANTO HP
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 10
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